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ANALISIS KESESUAIAN PERHITUNGAN, PEMOTONGAN,
PENYETORAN, DAN PELAPORAN PPH 21 DENGAN
BERLAKUNYA UU HPP TAHUN 2022 TERHADAP PEGAWAI
TETAP PADA PT XYZ

Komang Oka Wibisana
2015613035
(Program Studi Diploma 111 Akuntansi, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perhitungan, pemotongan,
penyetoran, dan pelaporan PPh 21 terhadap pegawai tetap pada PT XYZ dengan
diberlakukannya UU HPP. Undang-Undang Perpajakan dalam penelitian ini
berpedoman pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi
Peraturan Perpajakan. Metode yang digunakan dalam memperoleh data pada PT
XYZ yaitu dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah analisis data deskriptif kuantitatif. Hasil dari penelitianini menunjukan
bahwa penerapan penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 masa
Januari tahun 2023 pada PT XYZ telah dilakukan sesuai dengan Undang-Undang
Perpajakan yang berlaku, namun untuk perhitungan dan pemotongan yang
dilakukan PT XYZ belum seusai dengan UU HPP. Perhitungan Pajak Penghasilan
Pasal 21 pada PT XYZ mengalami kesalahan pada bagian lapisan tarif dan
perusahaan tidak mengenakan tarif 20% lebih tinggi kepada pegawai yang tidak
memiliki NPWP. Kesalahan dari perhitungan PPh 21 tersebut akan berdampak
terhadap pemotongan PPh 21 pada PT XYZ sehingga menyebabkan perusahaan
mengalami lebih bayar sebesar Rp. 250.233.

Kata Kunci : PPh 21, Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan, UU
HPP
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COMPATIBILITY ANALYSIS OF CALCULATIONS,
WITHHOLDING, DEPOSITS, AND REPORTING OF INCOME
TAX 21 WITH THE ENACTMENT OF THE HPP LAW IN 2022

FOR PERMANENT EMPLOYEES AT PT XYZ

Komang Oka Wibisana
2015613035
(Diploma 111 Accounting Study Program, Bali State Polytechnic)

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the calculation, withholding,
depositing, and reporting of Income Tax 21 for permanent employees at PT XYZ
with the enactment of the HPP Law. The Tax Law in this study is guided by Law
Number 7 of 2021 concerning Harmonization of Tax Regulations. The methods
used in obtaining data on PT XYZ is documentation. The data analysis technique
used in this study is quantitative descriptive data analysis. The results of this study
show that the application of depositing and reporting Income Tax Article 21 for the
January 2023 period at PT XYZ has been carried out in accordance with the
applicable Tax Law, but the calculation and withholding made by PT XYZ have not
been in accordance with the HPP Law. The calculation of Income Tax Article 21
on PT XYZ experienced an error in the fare layer sectionand the company did not
charge a 20% higher rate for employees who did not have an NPWP. The error in
the calculation of Income Tax Article 21 will have an impact on the deduction of
Income Tax 21 at PT XYZ, causing the company to experience an overpayment of
Rp. 250.233.

Keywords : Income Tax Article 21, Calculation, Withholding, Depositing,
Reporting, HHP Law
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu sumber pendapatan negara yang terbesar adalah dari sektor
perpajakan. Bagi negara, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan
penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara baik
pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Dilihat dari data
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2022 realisasi
pendapatan negara mencapai Rp 2.626,4 triliun, realisasi pendapatan negara
tersebut salah satunya terdiri dari penerimaan perpajakan yaitu sebesar Rp
1.716,8 triliun atau 65,37% dan nilainya meningkat 34,3% dibandingkan tahun
2021 (Kemenkeu, 2022).

Dari segi ekonomis, pajak merupakan pemindahan sumber daya dari
sektor privat (perusahaan) ke sektor publik, pemindahan sumber daya tersebut
akan mempengaruhi daya beli (purchasing power) atau kemampuan belanja
(spending power) sektor privat. Agar tidak terjadi gangguan terhadap jalannya
perusahaan, maka pemenuhan kewajiban perpajakan harus dikelola dengan
baik. Berbagai cara ditempuh oleh perusahaan supaya keuntungan usaha
bertambah, antara lain dengan mengurangi biaya produksi. Tetapi hal itu belum
cukup dilakukan oleh perusahaan karena masih banyak pengurang-pengurang
laba yang harus ditanggung oleh perusahaan, di antaranya adalah pajak.

Pajak merupakan pungutan wajib dari rakyat untuk negara. Setiap sen

uang pajak yang dibayarkan rakyat akan masuk dalam pos pendapatan negara



dari sektor pajak. Penggunaannya untuk membiayai belanja pemerintah pusat
maupun daerah demi kesejahteraan masyarakat (Ramdani, 2021). Di Indonesia
pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang paling besar
dibandingkan penerimaan lainnya. Pajak memiliki tujuan untuk
mensejahterakan bangsanya secara tidak langsung dengan cara memperbaiki
serta membangun sarana publik. Pajak merupakan landasan utama untuk
membangun bangsa untuk mencapai tujuan tertentu.

Penerimaan pajak di Indonesia dibagi menjadi dua jenis, yaitu pajak
daerah dan pajak pusat. Ada beberapa jenis pajak pusat diantaranya Pajak
Penghasilan Pasal 21, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas
Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai, Bea Masuk dan Cukai (Rumondor et
al., 2018). Salah satu jenis pajak yang dikenal di Indonesia saat ini adalah Pajak
Penghasilan.

Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dikenakan kepada orang
pribadi ataupun badan atas penghasilan yang diterima, pajak ini dapat berupa
gaji, honorarium, upah, dan yang lainnya. Pajak penghasilan ini memiliki
potensi besar bagi pemerintah dalam sektor perpajakan karena tergolong
sebagai fungsi anggaran yaitu sumber dana bagi pemerintah untuk biaya
pengeluaran, salah satunya adalah Pajak Penghasilan Pasal 21.

Dalam buku Mardiasmo (2018) yang berjudul “Perpajakan Edisi Terbaru
Tahun 2018” menyebutkan bahwa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21
merupakan salah satu jenis pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan

berupa gaji, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun



sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib
pajak orang pribadi dalam negeri. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dipotong,
disetor dan dilaporkan oleh pemotong pajak, yang dimaksud dengan
pemotongan pajak adalah pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, badan,
perusahaan dan penyelenggara kegiatan. Kemudian Pajak Penghasilan yang
telah dipotong dan disetorkan secara benar oleh pemberi kerja atas penghasilan
yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan pekerjaan dari suatu pemberi
kerja merupakan pelunasan pajak yang terutang untuk tahun pajak yang
bersangkutan.

Pemerintah Republik Indonesia telah melakukan reformasi perpajakan
dengan disahkannya undang-undang perpajakan yang terbaru pada tanggal 29
Oktober 2021. Adapun undang-undang yang dimaksud adalah Undang -
Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU
HPP), UU HPP mulai diberlakukan pada tahun pajak 2022. UU HPP
menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban
kenegaraan dalam upaya peningkatan Kkesejahteraan, keadilan, dan
pembangunan sosial (Lathifa, 2021). Oleh sebab itu untuk menerapkan strategi
konsolidasi fiskal yang berfokus pada perbaikan defisit anggaran dan
peningkatan rasio pajak, diperlukan penyesuaian-penyesuaian kebijakan di
bidang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak penghasilan, pajak
pertambahan nilai, dan cukai serta pengaturan mengenai pajak karbon dan
kebijakan berupa program pengungkapan sukarela wajib pajak dalam 1 (satu)

undang - undang yang komprehensif.



Dalam UU Nomor 7 Tahun 2021 yang mengalami perubahan salah
satunya adalah lapisan tarif Pajak Penghasilan Pasal 21. Tarif Pajak
Penghasilan Pasal 21 dalam UU HPP menjadi 5 lapisan, dari yang sebelumnya
(UU PPh) 4 lapisan. Pemerintah menambahkan tarif kelima, yakni untuk
Penghasilan Kena Pajak (PKP) di atas Rp5.000.000.000 sebesar 35%. Dan
untuk perubahan yang kedua adalah pemerintah menaikkan batas penghasilan
kena pajak (PKP) untuk tarif pajak 5%, dari yang sebelumnya Rp50.000.000
(UU PPh) menjadi Rp60.000.000 (UU HPP).

Pegawai merupakan salah satu kunci kesuksesan perusahaan. Perusahaan
akan memberikan berbagai fasilitas bagi para pegawainya guna mendukung
kualitas kerja para pegawai. Selain fasilitas perusahaan juga memberikan
berbagai tunjangan, seperti tunjangan anak dan istri, tunjangan hari raya, BPJS,
dan lain sebagainya (Jumrama, 2018). Pemberian tunjangan ini diharapkan
mampu memberikan kesejahteraan kepada para pegawainya. Meskipun
perusahaan telah memberikan fasilitas dan juga tunjangan, pegawai tetap harus
memotong pajak atas penghasilan yang diterimanya. Dalam hal ini perusahaan
memiliki kewajiban dalam hal memotong dan membayarkan Pajak
Penghasilan Pasal 21 pegawainya. Perhitungan tersebut haruslah sesuai dengan
peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku.

Sebagai pihak yang mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan
perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh)
Pasal 21, harus mempunyai pemahaman yang baik dan benar tentang peraturan

perundang-undangan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang berlaku saat ini.



Kurangnya pemahaman pemotong pajak terhadap sistem peraturan yang
berlaku, dapat menimbulkan kesalahan dalam perhitungan, pemotongan,
penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Hal ini tentu saja
dapat mengakibatkan kerugian bagi perusahaan, pegawai, terutama bagi
pemerintah karena dapat menyebabkan hilangnya potensi pajak pemerintah
(Moonrum, 2017).

PT XZY merupakan salah satu layanan distribusi daerah Denpasar, Bali.
PT XYZ bekerja diaktivitas logistik transportasi atau kegiatan pos. PT XYZ
mempunyai 24 pegawai tetap, sehingga berkewajiban untuk melakukan
pemotongan dan pembayaran PPh Pasal 21. Dari 24 pegawai tetap terdapat 9
pegawai yang memiliki penghasilan di atas PTKP, diantara 9 Pegawai tersebut
terdapat 3 pegawai di atas PTKP yang masih belum mempunyai NPWP,
sedangkan menurut UU No. 36 Tahun 2008 NPWP adalah nomor yang
diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan
yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak
dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Sanksi bagi setiap orang
yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP atau tidak
melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak
sehingga dapat menyebabkan kerugian pada pendapatan negara. Menurut
Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 ayat (5a) dinyatakan
bahwa besarnya tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang tidak memiliki
NPWP maka untuk pembayaran pajaknya lebih tinggi 20% (dua puluh persen)

dari tarif pajak yang diterapkan terhadap wajib pajak yang memiliki NPWP.



Selama tahun 2023 PT XYZ ternyata masih menggunakan tarif undang-
undang pajak penghasilan yang lama yaitu UU No 36 Tahun 2008, sedangkan
pemerintah telah memberlakukan adanya Undang-Undang Harmonisasi
Peraturan Perpajakan (HPP). Hal ini tentu dapat mengakibatkan perubahan
dan perbedaan perhitungan PPh Pasal 21 khususnya di interval penghasilan
Rp50.000.000,00 - Rp60.000.000,00.

PT XYZ juga tidak membedakan perhitungan PPh Pasal 21 antara
pegawai yang memiliki NPWP, dengan pegawai yang tidak memiliki NPWP.
Hal ini bertentangan dengan perturan yang berlaku. Berdasarkan uraian di
atas, maka pentingnya dilakukan penelitian mengenai Analisis Perhitungan,
Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan PPh 21 dengan Berlakunya UU HPP
Terhadap Pegawai Tetap Pada PT XYZ.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka yang
menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah
kesesuaian perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh 21
dengan diberlakukannya UU HPP tahun 2022 terhadap pegawai tetap pada PT
XYZ.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka Adapun
tujuan pelaksanaan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian
perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh 21 dengan

diberlakukannya UU HPP tahun 2022 terhadap pegawai tetap pada PT XYZ.



1.4 Manfaat Penelitian
1.4.1 Bagi mahasiswa
Penelitian ini diharapkan mampu menjadi aplikasi penerapan teori
yang didapat selama dibangku perkuliahan dengan praktik yang ada di
lapangan serta menambah pengetahuan atau wawasan mahasiswa
mengenai pajak khusunya pada Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.
1.4.2 Bagi Politeknik Negeri Bali
Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan
dan pertimbangan oleh mahasiswa Politeknik Negeri Bali yang ingin
melakukan penelitian sejenis.
1.4.3 Bagi perusahaan
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan
pemikiran yang dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam
memecahkan masalah dalam bidang pajak khususnya Pajak Penghasilan

(PPh) Pasal 21.



BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil dari analisis perhitungan, pemotongan, penyetoran,
dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dengan berlakunya UU HPP
terhadap pegawai tetap pada PT XYZ dapat ditarik kesimpulan bahwa
perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dilakukan menurut
perusahaan dan menurut Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
(HPP) adalah untuk pelaporan dan penyetoran sudah sesuai dengan ketentuan
yang berlaku sedangkan untuk perhitungan dan pemotongan belum sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.

Hal ini dapat dilihat dari perhitungan PPh Pasal 21 Masa Pajak Januari
Tahun 2023 dari ke-24 orang pegawai tetap tersebut menurut perusahaan
sebesar Rp. 2.763.335, sedangkan perhitungan menurut UU HPP sebesar Rp.
2.513.102 sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 250.233. Ketidaksesuaian ini
disebabkan karena perusahaan masih menggunakan lapisan tarif yang lama,
yang dimana tidak sesuai dengan UU HPP, dan perushaan juga tidak
membedakan perhitungan PPh Pasal 21 untuk pegawai yang memiliki NPWP
dengan pegawai yang tidak memiliki NPWP. Dalam hal ini dimana seharusnya
untuk pegawai yang tidak memiliki NPWP dikenakan tarif lebih tinggi sebesar
20% dibandingkan dengan pegawai yang memiliki NPWP.

Pemotongan PPh Pasal 21 yang dilakukan PT XYZ belum sesuai dengan

UU HPP dikarenakan perusahaan melakukan kesalahan dalam melakukan
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perhitungan PPh Pasal 21 yaitu pada bagian lapisan tarif dan perusahaan tidak
mengenakan tarif lebih tinggi 20% kepada pegawai yang tidak memiliki
NPWP. Dimana kesalahan perhitungan tersebut akan bedampak pada
pemotongan PPh Pasal 21 terhadap pegawai tetap PT XYZ.

Penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Masa Januari 2023
dilakukan pada tanggal 8 Februari 2023 dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh)
Pasal 21 Masa Pajak Januari dilakukan pada tanggal 10 Februari 2023.
Pelaksanaan kewajiban penyetoran dan pelaporan sudah dilaksanakan sebelum
tanggal jatuh tempo sehinnga untuk penerapan penyetoran dan pelaporan Pajak
Penghasilan (PPh) Pasal 21 Masa Pajak Januari Tahun 2023 pada PT XYZ
telah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan kepada PT XYZ yaitu, perusahaan
sebaiknya sebelum melakukan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21
agar selalu mengikuti peraturan perpajakan yang terbaru seperti peraturan
perpajakan yang berlaku saat ini yaitu Undang-Undang Harmonisasi Peraturan
Perpajakan (UU HPP) serta perusahaan sebaiknya mendaftarkan para pegawai

yang belum memiliki NPWP untuk mempermudah urusan perpajakan.
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